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A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal ypegntahkan
dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Alla@mgy bertalian dengan
disyari‘atkannya pernikahan antara lain:

Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):
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Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendinif antara kamu, dan
orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamsdizayamu
yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan nnepo&an
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas peiabdNya
lagi Maha Mengetahui." (Q.S.An-Nuur": 32).
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Artinya: "Dari lbnu Mas'ud ra. dia berkata: "Radldb saw. bersabda:
"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantarauktstah
mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menkaena
sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkardaogan
mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan baegeasiang
belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajie)pibasa,

YYayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir All@uil-Qur'an dan Terjemahnya
Jakarta: Depag RI, 1986, him. 549.
2lmam SyaukaniNail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, him. 171.
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karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan batgoya".
(HR. Al-Jama'ah).

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang t&rcan yang tidak
tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia s@sannenjadi topik menarik
karena ragam pendapat senantiasa muncul, bailusebedbentuk UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelalBgalasarkan kitab-
kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Adatatam menyelesaikan
perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidaklaigat ulama yang
menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinanhag&acatatan, baik
sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. tetapi, dalam
undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasahgy mengatur
pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian mEngawasan,
perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam konteksnya dengan pencatatan perkawinanakastiah yang
digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yarak tidrcatat, ada yang
menyebut kawin di bawah tangd@win syar'i, kawin modin, dan kerap pula

disebut kawin kiyar.

*Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan dé l{élas) kitab fikin yang
dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di PEagaAgama. Tiga belas kitab tersebut
adalah: (1)al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syargawi ‘ala al-Tahrir,, (4) al-Mahalli, (5) Fath al-
Wahab (6) Tuhfat, (7) Tagrib al-Musytaq(8) Qawanin al-Syar'iyyat Utsman lbn Yahy®)
Qawanin. al-Syar'iyyat Shadagat Di'an(10) Syamsuri fi al-Fara'idh (11) Bugyat al-
Mustarsyidin (12) al-Figh 'ala Madzahib al-Arba'ahdan (13)Mugni al-Muhtaj Lihat Amrullah
Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasionain{/deang 65 tahun Prof. Dr.
Bustanul Arifin, S.i Jakarta: Gema Insani Press, 1996, him. 11. Naibarok, Modernisasi
Hukum Perkawinan di IndonesiBandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, him. 33.

*Ibid., him. 69.

*Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita HamilYogyakarta: Pustaka
Dinamika, 2002, him. 110.



Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yangrsematerial telah
memenuhi ketentuan syari‘at sesuai dengan maksal paayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenulerkein ayat 2 pasal
tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun £975.

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksu#apenan
tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatah PPN. Perkawinan
yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, diansgfapsecara agama
tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tichemiliki bukti-bukti
perkawinan yang sah menurut peraturan perundangngaa yang berlaku.

Perkawinan tidak tercatérmasuk salah satu perbuatan hukum yang
kurang dikehendaki oleh undang-undang; karenapatda@ecenderungan kuat
dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawitidak tercatat
termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, olaRasal 5 ayat (1) KHI
terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawbukan sebagai syarat
sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk men@ptiketertiban perkawinan.
Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatengenaitsbatnikah bagi
perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, penkamwtidak tercataadalah
sah; tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaandépat dilihat dari
ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasanmiri®asal 7 KHI bahwa
pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undaragnog peradilan agama.

Aqgad pada perkawinan tidak tercatat biasanya diakuwi kalangan

terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, t&epadiran petugas KUA,

®Mukhlisin Muzarie,op.cit.,him. 110.
"Jaih Mubarokpp.cit, him. 87.



dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang reddalam Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikegelsahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangngatae yang berlaku.
Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah aahkala memenuhi syarat
dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahasetart tidak tercatat
maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karghek diakui negara
(dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1874).

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan mengikim hak istri
untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, tevatiilak mendapat
perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian b&ategan dengan aspek
kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraisha®h perkawinan yang
tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelacedrhadap perempuan
karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perentbBamikahan apa pun
selain yang tercatat secara resmi di negara hukartieigk saH®

Permasalahannya vyaitu jika perkawinan harus tdrosia kaum pria
merasa keberatan terutama pria yang sudah menshij karena untuk
poligami prosedurnya dianggap terlalu memberati&ebhaliknya bagi kaum
wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja meargigecara materiil yaitu
tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, jugkama kehilangan hak-

haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisidiginggap dilematis, di

8Moh Idris Ramulyo,Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor. 1 fiah974
dari Segi Hukum Perkawinan Isladakarta: PT Bumi Aksara, 2002, him. 224.

M. Quraish ShihabPerempuanJakarta: Lentera Hati, 2006, him. 216.

“Dadang HawariMarriage Counseling (Konsultasi Perkawinadgakarta: FKUI, 2006,
him. 83.



satu pihak keharusan pencatatan perkawinan merkaerkhum pria, di lain
pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum teagiéan anak

Masalah lainnya adalah bagaimana pencatatan per&awialam
perspektif jender. Atas dasar inilah mendorong [tenaemilih tema ini
dengan judul: Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinaan dalam

Perspektif Jender

. Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yangjadie
perumusan masalah adalah:
1. Bagaimana pencatatan perkawinan perspektif hukunddnesia?

2. Bagaimana pencatatan perkawinan perspektif jender?
. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagaikit:
1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspebitifiim di Indonesia

2. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspekitifgr.

. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan bebgrapelitian yang
judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Piseliyang dimaksud di
antaranya:

Skripsi yang disusun Ahmad Muzaikhan (NIM 210113AIN

Walisongo) berjudulilsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam



(Study Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikatalam skripsi ini
dipaparkan bahwasbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan
dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otteritng perkawinan yang
telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanypatiadibuktikan dengan
akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlakogddeadanya akta nikah
ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan atextindungi oleh hukum
karena telah melakukan tindakan hukum dan mendagragakuan hukum.
Akta Nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemasdath keluarga dan
untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari adapgngingkaran atas
perkawinan yang telah terjadi.

Perkawinan yang diakui oleh Undang-undang hanyakatkawinan
yang dicatatkan. Sebagaimana ketentuan pasal 2ngadedang No. 1 Tahun
1974 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah gahik dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyad#n ayat 2
berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pgen perundang-undangan
yang berlaku. Serta dalam KHI pasal 4, 5, 6, 7 reegaris besar memuat
aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan memukum Islam,
setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan banuapabila dilangsungkan
dihadapan PPN, perkawinan di luar PPN adalah "peénlean liar" sehingga
tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hatamat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Skripsi yang disusun Moh. Basyar (NIM: 032111184 INA

Walisongo) dengan judullinjauan Hukum islam tentang Status Anak dari



Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kmedan Jekulo
Kabupaten Kudus)intisari dari skripsi ini bahwa perkawinairri termasuk
salah satu perbuatan hukum yang kurang dikeheradaki undang-undang;
karena terdapat kecenderungan kuat dari segi bejauaum perkawinan,
bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawiegal. Meskipun
demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat mfsi implisit bahwa
pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahvgedn; tetapi sebagai
alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Qksena itu, dalam Pasal 7
ayat (3) KHI diatur mengendsbat nikah bagi perkawinasirri. Dengan kata
lain, perkawinarsirri adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidakseraparn
itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (H) tersebut.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sdandgengertian
hukum positif (perkawinan secasitri), maka ia bisa disebut sebagai anak
luar kawin (anak alam), sebagai akibatnya: pertditiak ada hubungan nasab
kepada laki-laki yang mencampuri ibunya dalam peman sirri. Kedua,
tidak ada saling mewaris melainkan hanya dapat mewari pihak ibu dan
kerabatnya.

Skripsi yang disusun Imro’ah (NIM 1198123 IAIN Wsdngo)
berjudul: Pemikiran Ratna Megawangi tentang Kesetaraan JenBalam
skripsi ini dipaparkan bahwa menurut Ratha Megaw&egetaraan jender
tidak bisa dilakukan sama rata 50/50, karena keayamembuktikan bahwa
banyak perempuan yang tidak rela diperlakukan sgengan laki-laki. Untuk

itu lebih tepat kalau penerapan kesetaraan jertdedikontekskan dengan



masyarakat setempat. Kesetaraan kontekstual iniumenRatna dapat
mencapai keadilan jender. Hal ini disebutkan karedatam memberikan
sebuah keadilan tidak harus memberikan sama raten& masing-masing
individu mempunyai spesifikasi masing-masing. Rasamgat menghargai
adanya perbedaan, di mana laki-laki dan perempuampunyai potensi
kodrat yang berbeda. Dan menurutnya dari perbedaanapat dibentuk
jalinan relasi yang harmonis. Untuk itu Ratna seaglanya pembagian tugas
(struktur fungsional) dalam sebuah institusi ke}aaiDan pembagian tugas ini
sebenarnya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sofblisa’ ayat 34, di mana
laki-laki adalah pemimpin karena mereka punya kbbb disitu dan
diwajibkan untuknya memberi nafkah untuk keluarga.

Menurut Mustaghfiri Asror,suatu kenyataan yang tidak dapat
dibantah, bahwa dunia dan seisinya diciptakan Adialam keadaan berjodoh-
jodoh. Realita semacam ini sudah ada sejak dursmge itu diciptakan Allah
dan akan tetap berlaku sampai waktu yang tidakatasb Karena sangat
lamanya, sehingga manusia menilai bahwa itu adalaku hal yang lumrah,
biasa, tidak perlu dimasalahkan. Karena itulah s¢ane orang menamakan
bahwa segala sesuatu yang berjodoh-jodoh itu mkanpdukum alam™ atau
kehendak alam. Bagi kita orang muslim menamakan ihal adalah
sunnatullah, artinya sesuatu yang sudah menjadnkein Allah. Keadaan
makhluk yang serba berjodoh-jodoh itu tidak harematli secara kebetulan,

tetapi hal itu memang sudah menjadidah Allah, sudah menjadi kehendak



Allah. Kalau itu sudah menjadi iradah Allah, sudbahrang tentu pasti
mengandung maksud dan tujuan yang tinggi nilatnya.

Buku Argumen Kesetaraan jender Perspektif Al-Quy'sang ditulis
Nasaruddin Umar., yang di dalamnya berisi kritikarhadap konsep jender
yang selama ini dipahami para pemikir Barat dan tumelam sendiri. la
merasa prihatin, karena banyak sekali konsep ntagataer, tetapi teori dari
Islam belum ada apalagi yang dikaitkan dengan alaQuPengarang buku ini
ingin menciptakan kesadaran jender yang lebih malao lebih holistik
sekaligus.

Buku AnalisisJender dan Transformasi Soskdrya Mansour Fagih,
di dalam buku tersebut lebih banyak memaparkan gréiag yang sifatnya
sebatas pengantar untuk memahami masalah-masalahsipasi wanita
dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sadegahdkonteks yang lebih
luas.

Jo Priastana efd Buddhadharma dan Kesetaraan Jenddyuku
tersebut merupakan kumpulan tulisan yang senggjdihdidan disunting
menjadi guna dapat melihat dan menemukan tidak ehamgnyangkut soal
paradigma feminisme dalam Budhadharma namun jugdapgat gerakan
feminisme atau gerakan kesetaraan perempuan yahgaa di dalam sejarah
perkembangan agama Budha, baik semasa Budha mgapgrberkembang

hingga dewasa ini dengan segala liku-liku dan tegaganya.

“Mustaghfiri Asror,Emansipasi Wanita dalam Syari‘at IslatBemarang: Toha Putra,
1983, him. 11.
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Dalam bukuThe Teaching of Buddhdiungkapkan, ada empat jenis
wanita. Dari jenis yangpertama yaitu mereka yang marah karena
penyebabnya kecikedua wanita yang marah tanpa sebab mempunyai pikiran
yang sering berubalketigg wanita yang berpikiran luas, tidak gampang
marah dan kontrol pikirannya cukup baik untuk mengarkan tamak, tetapi
tidak bisa luput dari irihati dan tidak simpatihadap kebutuhan orang lain.
Keempat wanita yang luas pikirannya, tahan nafsu kemataki rakus dan
dapat berpikir tenantf-

Ungkapan dari buku tersebut memberi gambaran yangkkierhadap
wanita. Buddha memberi gambaran buruk terhadaptavaigambarkan pula
oleh Ahmad Syalaby dalam bukunya yang berju@drbandingan Agama:
Agama-Agama Besar di Indi®@alam buku ini Ahmad Syalaby menuturkan
bahwa Buddha dikecam karena keengganannya menpgreanpuan dalam
agamanya, kemudian menerimanya dengan ragu-ragiakian juga kata-kata
Buddha yang menggambarkan wanita sebagai makhlukng ya
membahayakat’

Dalam kaitannya dengan keadilan, Agus Nuryanto ndabalkunya
Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jemdengungkapkan al-Qur'an
menggunakan istilatadl danqist untuk menjelaskan masalah keadilan. Arti
kata 'adl dalam bahasa Arab tidak hanya berkonotasi keadikgi juga

membawa serta pengertian akan persamsemiyyaj. Istilah'adl mempunyai

2Bukyo Dendo KyokaiThe Teaching of Buddh#rinted by Kosaido Co., Ltd, Tokyo
Japan, 1978, him. 440

¥Ahmad SyalabyPerbandingan Agama: Agama-Agama Besar di Indikh bahasa:
Abu Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, him. 179
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pengertian persamaaequalizing dan kesederajataneyelling). Seringkali
istilah ini dipakai sebagai lawarulm (penindasan) dajaur (perbuatan yang
salah). Sedangkan istilafjist membawa pengertian, "distribusi yang adil,
tempat yang sama, ruang yang sama, seperti jugdil&eafairness dan
persamaan. Katéaqassa sebagai derivasi dari katgist, berarti distribusi
yang adil. Katagistas juga berasal dari akar kaggst, berarti timbangan yang
seimbang. Jadi, kedua kasall dangist yang digunakan oleh al-Qur'an untuk
menunjukkan masalah keadilan juga mempunyai pdaagedistribusi yang
adil, termasuk distribusi sumber-sumber ekonomi de&enegaskan bahwa
akumulasi kapital itu dibolehkan sepanjang untubekgingan sosial, dan
bukan untuk kepentingan golong4n.

Dari beberapa kepustakaan di atas dapat ditegdsidama penelitian
terdahulu belum menjawab dan membahas persoalaratpésmn perkawinan
dalam perspektif jender. Penelitian terdahulu mhbsisifat umum, oleh sebab
itu penelitian ini hendak berupaya membahas nikangytercatat dan tidak

tercatat dalam perspektif jender.
E. Metode Penelitian

Penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tdatagigah-langkah
sistematis dan logis tentang pencarian data yarkphaan dengan masalah
tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesingrublan selanjutnya dicarikan
cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskanpdeepenelitian adalah

cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangistrumen adalah

“Agus Nuryantolslam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jendegyakarta: Ul
Press, 2001, him. 44 dan 61.
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alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data inetode penelitian
skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustaké.ibrary
Research),yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadamber-
sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kiadif. ’ Dalam penelitan
ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumieetulis seperti

kitab/buku, peraturan perundang-undangan, majdkain)ain-lain.
2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu keseluruhan bahan hukum dalamukeUndang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentangokPo
Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum lainnya yang aelelengan judul
di atas, di antaranya: Sayyid Sabkgh al-Sunnah Imam Tagqi al-
Din, Kifayah Al Akhyar lbnu Rusyd,Bidayah al Mujtahid Wa
Nihayah al MuqgtasidMahmud SyaltutMugaranah al-Mazahib fi al-
Figh, Terj. Abdullah al-Kaaf, Figih Tujuh Mazhaly Abd Arrahman
al-Jaziri,Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Mansour Fakih,
Analisis Gender dan Transformasi Sosiali Zakiyah Munir et. al,

(editor), Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam

®Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktéikarta: PT
Rineka Cipta, 2002, him. 194.

®Hadari NawawiMetode Penelitian Bidang Sosiafogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1991, him. 24.

"Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Ul Press, 1986, him. 21 - 22.
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Perspektif Islam Nasaruddin UmarArgumen Kesetaraan Gender
Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1999

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakarelkeshan
bahan hukum yang bersifat normatif dengan teknikudeentasi. Dalam
penulisan skripsi ini, maka dokumentasi yang dimdkgaitu Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentandkokPo
Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan yang telah tepkiirkemudian
dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metimil diterapkan dengan
cara menganalisis dan menggambarkan pencatataravpedan dalam

perspektif jender.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari linb@b yang masing-
masing menampakkan titik berat yang berbeda, naslaleom satu kesatuan
yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gamhsrnam secara
global namun integral komprehensif dengan mematdr belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah paistaktode penelitian dan
sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini dilggbkan keseluruhan isi

skripsi secara global namun dalam satu kesatuagwah dan jelas.
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Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pencatagakawinan yang
meliputi pengertian perkawinan tidak tercatat, ayadan rukun nikah,
pencatatan nikah menurut UU No0.22/1946 dan UU N84 dan pencatatan
nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tinjauan tentang jender yang puodili pengertian
jender, kedudukan kaum wanita dalam Islam, hak ldamajiban pria dan
wanita dalam rumah tangga, kepemimpinan pria danitavadalam rumah
tangga

Bab keempat berisi analisis pencatatan perkawirgdand perspektif
jender yang meliputi analisis pencatatan perkawpenspektif jender, analisa
akibat hukum perkawinan tidak tercatat ditinjaui garspektif jender.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpusanan dan

penutup.



